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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga rancangan aktualisasi 

saya yang berjudul “Belum Optimalnya Format Policy Brief di Puspanlak UU” dapat dilaksanakan 

dengan baik, meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun setiap kendala dapat 

dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya 

rancangan aktualisasi tersebut maka disusun Laporan Aktualisaisi ini dengan judul “Optimalisasi 

Format Tampilan Policy Brief di Puspanlak UU”, selain itu, laporan aktualisasi ini merupakan upaya 

saya untuk memastikan bahwa saya dengan sungguh-sungguh mengiktui pelatihan dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. 

Laporan aktualisasi ini dirancang untuk menyampaikan proses internalisasi nilai dasar, kode 

etik dan perilaku ASN ke dalam diri peserta dalam pelatihan dasar CPNS sehingga dapat 

diimplementasikan saat bekerja untuk mendukung pemerintahan yang sah mewujudkan tujuan negara 

Indonesia. Oleh karena itu keberhasilan pelatihan dasar ini sangat dinantikan oleh banyak pihak baik 

yang terlibat langsung seperti diri peserta sendiri, fasilitator, mentor, coach, dan juga dinantikan oleh 

masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan publik yang semakin baik dan semakin prima. 

Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kinerja pegawai di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR. 

 

 

Jakarta, 26 September 2024 

 

Putra Rahmat, S.H. 

NIP : 199006022024041001
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 

dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, 

ASN memiliki tugas; a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan pelayanan publik yang 

profesional dan berkualitas; dan c) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).  

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ASN dihadapkan pada tantangan 

perubahan yang terjadi begitu cepat, untuk menghadapi dinamika perubahan, ASN perlu 

mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, meliputi peningkatan kemampuan teknis, manajerial, 

dan sosio-kultural. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan menjadi kunci dalam menjawab berbagai 

tantangan yang dihadapi ASN. Melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan, ASN dapat terus 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, sehingga mampu beradaptasi dengan 

perubahan dan tuntutan zaman. Selain itu, di era digital ini, ASN dituntut untuk menguasai dan 

memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik, termasuk implementasi e-government dan 

pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan ASN dalam 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki ialah melalui pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), latihan dasar CPNS merupakan salah satu bentuk perwujudan Pendidikan dan pelatihan yang 

telah diatur di UU ASN. Dalam kegiatan Pelatihan Dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dilakukan 

melalui beberapa tahapan, antara lain :  

1. PKTBT (Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas) yang diselenggarakan oleh pihak 

Sekretariat Jenderal DPR RI; 

2. Kegiatan pembelajaran mandiri yakni MOOC yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi 

pembelajaran;  

3. Distance Learning yang bersifat Blended Learning yakni gabungan antara pembelajaran 

asynchronous dan synchronous;  

4. Habituasi yang merupakan proses pelaksanaan aktualisasi di unit kerja masing- masing peserta 

CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ditugaskan;  

5. Pembelajaran klasikal yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Setjen DPR RI. 

Penulis yang merupakan CPNS pada jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-

Undangan Legislatif pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) pada 
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proses pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat memahami tentang tugas dan fungsi ASN, menanamkan 

nilai-nilai dasar BERAKHLAK, serta memberikan gagasan kreatif yang dapat memberikan dampak 

positif pada Puspanlak UU, Badan Keahlian, serta Setjen DPR RI oleh karena itu penulis membuat laporan 

pelaksanaan aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi Format Tampilan Policy Brief di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU”, harapannya dengan pelaksanaan aktualisasi ini dapat memberikan 

dampak positif yang nyata bagi Puspanlak UU. 

 

B. Dasar Hukum 

Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan aktualiasai terdiri dari beberapa 

peraturan antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi Pegawai Negeri;  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 

2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional; 

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan laporan aktualisasi ini terdiri dari beberapa tujuan yang berdampak bagi 

penulis sendiri maupun berdampak bagi unit kerja terkait tempat dilaksanakannya aktualisasi, tujuan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Mampu menunjukkan sikap dan perilaku bela negara 
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2. Memahami dan mengaktualisasikan core values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di lingkungan kerja. 

3. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang 

berkaitan dengan Smart ASN. 

4. Memberikan kontribusi berupa gagasan penyelesaian isu permasalahan di Puspanlak UU untuk 

mendukung terlaksananya Visi dan Misi organisasi. 

 

D. Manfaat 

Laporan Aktualisasi ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memastikan aktualisasi core values 

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan 

Kolaboratif, serta Manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja telah terinternalisasi ke dalam 

diri penulis dengan baik. Selain itu dengan pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah dilaksanakan 

dapat menangani suatu permasalahan yang terjadi di Puspanlak UU. Sehingga mendukung terlaksananya 

Visi dan Misi organisasi baik Puspanlak UU, Badan Keahlian, maupun Setjen DPR.
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 
 

 
 
A. Visi dan Misi Organisasi 

Puspanlak UU memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

VISI 

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam 

Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang 

Aspiratif dan Akuntabel.  

MISI : 

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi 

Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional 

dan akuntabel; 

2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara 

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, 

tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang 

profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Puspanlak UU sebagai salah satu pusat di dalam Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 

memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Badan Keahlian serta visi dan misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI, visi dan misi Badan Keahlian yakni; 

VISI 

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, Dan Akuntabel 

MISI 

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi 

dan peran DPR RI. 

2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan. 
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Sedangkan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut; 

VISI 

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia 

MISI 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

B. Struktur Organisasi 

 

Gambar 1 : Struktutur Organisasi Setjen DPR RI 

Sumber : Persekjen No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Setjen DPR RI 

 

Badan Keahlian merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian terdiri dari 

lima (5) pusat yang salah satunya adalah Puspanlak UU. 

 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Sebagai seorang analis pemantauan, pemahaman terkait tugas dan fungsi jabatannya serta 

pemahaman terkait unit kerja di tempat seorang analis pemantauan ditugaskan merupakan hal dasar yang 

harus ada pada diri seorang calon analis pemantauan. Hal ini ditujukan agar seorang analis pemantauan 

dapat bekerja memenuhi kewajiban dengan efektif untuk merealisasikan rencana kerja unit dimana analis 

pemantauan ditugaskan. Sehubungan dengan saat ini penulis ditempatkan pada unit kerja Puspanlak UU 

di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka tugas dan fungsi jabatan peserta harus memberi dukungan pada 

tugas dan fungsi Puspanlak UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 302 dan 303 Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Setjen DPR RI (Persekjen 6/2021), Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancarann 
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pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan UU dan 

dukungan penanganan perkara pengujian UU di MK, untuk menjalankan tugas tersebut maka Puspanlak 

UU memiliki fungsi:  

1. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU; 

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan UU dan 

pemberian keterangan di MK; 

3. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU dan penanganan perkara 

pengujian UU di Mahkamah Konstitusi; 

4. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU; 

5. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian UU di MK; 

6. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU; 

7. penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan 

8. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian. 

Sebagai pengampu jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Puspanlak UU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Permenpan-RB 42/2020), tugas jabatan 

fungsional analis pemantauan adalah melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan 

perundang-undangan, dengan unsur kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pemenpan-RB 42/2020 

antara lain:  

1. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

2. Penanganan perkara pengujian undang-undang; 

3. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan 

4. Penyusunan database peraturan perundang-undangan 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 
 
 

A. Identifikasi Isu 

 

No Rumusan Isu 
Kondisi saat ini    

 (data dan fakta) 

Dampak apabila  

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung Smart 

ASN 

Keterkaitan 

dengan Tugas 

dan Fungsi 

Jabatan 

1 Belum optimalnya 

ketersediaan data 

SITERANG pada website 

puspanlakuu.dpr.go.id  

 

Deskripsi singkat: 

SITERANG adalah 

sistem penunjang tugas 

Puspanlak UU dalam 

rangka penyusunan 

konsep keterangan DPR 

dalam penanganan 

pengujian Undang-

Undang di DPR.  

 

Dalam SITERANG 

terdapat banyak data 

input, seperti status 

perkara, pasal yang diuji, 

dan data-data lainnya. 

Data-data tersebut dapat 

digunakan khususnya 

oleh Anggota DPR RI 

dalam melaksanakan 

- Pada saat ini terdapat 

data-data dalam 

SITERANG yang tidak 

terkinikan dengan baik, 

misalnya pada Gambar (1) 

merupakan tangkapan 

layar sebagian database 

perkara di tahun 2022 

dengan keterangan pada 

kolom status perkara 

“Belum diputuskan”, pada 

kenyataannya atas nomor 

perkara yang saya beri 

tanda kuning telah terbit 

amar putusannya sehingga 

informasi “Belum 

diputuskan” tidak aktual. 

- Tidak adanya pedoman 

terkait jangka waktu 

pelaksanaan pengkinian 

data setelah adanya sidang 

pengucapan putusan MK 

dalam menu SITERANG. 

- Dapat menimbulkan 

kesalahan 

penyusunan 

kebijakan di 

lingkungan DPR RI 

karena kesalahan 

pengelolaan data. 

- Pengkinian data 

tidak memiliki batas 

waktu pelaksanaan 

sehingga sering kali 

terabaikan dan data 

tidak disesuaikan 

dengan kondisi 

terkini hingga 

jangka waktu yang 

lama. 

- Mengurangi 

kepercayaan atas 

profesionalisme 

kinerja Puspanlak 

UU baik 

kepercayaan 

Anggota DPR 

- Data-data dalam 

SITERANG milik 

Puspanlak UU 

terkinikan dengan 

baik, dilakukan 

secara bertahap 

dalam rentang 

waktu yang 

ditentukan. 

- Terdapat pedoman 

pengkinian data 

SITERANG, 

khususnya terkait 

Putusan MK. 

- Data-data yang 

ditampilkan pada 

SITERANG lebih 

komprehensif 

sehingga dapat 

dengan mudah 

memenuhi 

kebutuhan pihak-

pihak yang 

memerlukan data 

- Belum relevan 

dengan nilai dasar 

ASN antara lain 

Berorientasi 

pelayanan dan 

Akuntabel 

sebagaimana Pasal 3 

UU 20/2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN). 

- Belum dapat 

melaksanakan tugas 

ASN yakni 

memberikan 

pelayanan publik 

yang professional dan 

berkualitas 

sebagaimana Pasal 11 

huruf b UU 20/2023 

tentang ASN. 

- Belum terbentuknya 

kebiasaan budaya 

digital melakukan 

pengkinian data pada 

Rumusan isu 

ini sesuai 

Permenpan 

42/2020 

tentang JF 

Analis 

Pemantauan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Legislatif Pasal 

7 Ayat (2) 

huruf d angka 2 

mengenai sub 

unsur kegiatan 

penyusunan 

data undang-

undang atau 

peraturan 

perundang-

undangan pasca 

putusan MK 

atau MA 

https://puspanlakuu.dpr.go.id/
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No Rumusan Isu 
Kondisi saat ini    

 (data dan fakta) 

Dampak apabila  

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung Smart 

ASN 

Keterkaitan 

dengan Tugas 

dan Fungsi 

Jabatan 

tugas dan fungsinya, 

digunakan oleh pegawai 

Puspanlak UU sebagai 

bahan pengerjaan tugas 

berikutnya, serta dapat 

juga digunakan oleh 

masyarakat pada 

umumnya 

 

- Permasalahan lainnya data 

awal yang ditampilkan 

pada “database perkara” 

terdapat kesalahan input 

data sehingga terjadi 

duplikasi data 

sebagaimana Gambar (2). 

- Adanya upaya 

pengembangan website 

Badan Keahlian DPR RI 

dan AI untuk menunjang 

kerja di lingkungan Badan 

Keahlian dan data dalam 

SITERANG merupakan 

salah satu data yang akan 

digunakan untuk 

pengembangan AI 

tersebut. 

 

maupun 

kepercayaan 

masyarakat. 

- Pengembangan 

Website dan AI 

Badan Keahlian 

DPR RI tidak akan 

terwujud sesuai 

yang diharapkan 

dengan tenggat 

sebagaimana telah 

ditetapkan. 

olahan Puspanlak 

UU terkait perkara 

MK. 

SITERANG yang 

seharusnya 

pengkinian data 

dilakukan secara 

berkala karena 

informasi tersebut 

diperlukan untuk 

menunjang 

pelaksanaan tugas 

DPR RI dan dapat 

diakses kapan pun, 

dimana pun, dan oleh 

siapa pun. 

 

2 Belum optimalnya format 

Policy Brief di Puspanlak 

UU 

 

Deskripsi singkat:  

Policy Brief Puspanlak 

UU disusun sebagai salah 

satu output dari kegiatan 

Seminar Nasional atau 

Forum Group Discussion 

yang diselenggarakan 

oleh Puspanlak UU untuk 

- Policy Brief Puspanlak 

UU saat ini dibuat 

berdasarkan seminar atau 

Forum Group Dicussion 

(FGD) yang 

diselenggarakan oleh 

Puspanlak UU, seminar 

atau FGD merupakan 

tindaklanjut pelaksanaan 

pemantauan UU yang 

dilakukan Puspanlak UU, 

- Policy Brief yang  

belum disajikan 

secara optimal 

berisiko membuat 

informasi tidak 

dibaca secara 

lengkap atau 

menyeluruh 

menyebabkan 

informasi tidak 

tersampaikan 

dengan baik. 

- Policy Brief yang 

disajikan secara 

optimal mampu 

menarik minat 

banyak pembaca 

dari berbagai 

kalangan sehingga 

dapat menjadi 

sumber informasi 

yang berguna atau 

sumber data yang 

bermanfaat bagi 

- Belum relevan dengan 

nilai dasar ASN antara 

lain adaptif sebagaimana 

Pasal 4 UU 20/2023 

tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang 

mana salah satu kode etik 

dan kode perilaku adaptif 

adalah terus berinovasi 

dan mengembangkan 

kreativitas 

Rumusan isu ini 

sesuai 

Permenpan 

42/2020 tentang 

JF Analis 

Pemantauan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Legislatif Pasal 7 

Ayat (1) huruf a 

mengenai unsur 
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No Rumusan Isu 
Kondisi saat ini    

 (data dan fakta) 

Dampak apabila  

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung Smart 

ASN 

Keterkaitan 

dengan Tugas 

dan Fungsi 

Jabatan 

mendalami suatu isu 

hukum yang tengah 

berkembang dalam 

masyarakat yang 

berkaitan dengan undang-

undang tertentu yang 

diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi AKD 

terkait dalam melakukan 

fungsi pengawasan 

pelaksanaan undang-

undang. 

 

 

Policy Brief dibuat dalam 

bentuk karya tulis ilmiah. 

- Tampilan  Policy Brief 

saat ini dinilai belum 

menyesuaikan dengan 

tampilan  Policy Brief 

masa kini, dimana Policy 

Brief dibuat fokus dan 

ringkas dengan tampilan 

yang lebih menarik 

sehingga dapat menarik 

minat pembaca untuk 

membaca Policy Brief 

secara lengkap dan 

menyeluruh 

- Policy Brief yang telah 

disusun oleh Puspanlak 

UU tidak diupload ke 

dalam website Puspanlak 

UU sehingga sejauh ini 

menu  Policy Brief di 

website Puspanlak UU 

masih kosong. 

 

- Policy Brief yang 

belum disajikan 

secara optimal 

belum dapat 

memberikan 

kontribusi yang 

signfikan dalam 

perumusan 

kebijakan 

pemangku 

kepentingan 

sehingga hanya 

menjadi output 

unit kerja dan tidak 

memberikan 

dampak bagi 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPR 

RI. 

- Policy Brief yang 

dibuat dalam 

bentuk karya tulis 

tidak dapat 

menarik minat 

banyak pembaca 

dari berbagai 

kalangan, 

khususnya dari 

Anggota DPR RI 

sehingga Policy 

penulisan karya 

tulis lainnya  

- Policy Brief yang 

disajikan secara 

optimal dapat 

menjadi bahan 

pertimbangan 

dalam perumusan 

kebijakan 

pemangku 

kepentingan 

 

- Belum digunakannya 

Digital Skill secara 

maksimal dan belum 

memiliki jiwa 

entrepreneurship yang 

mampu melihat peluang 

untuk perbaikan dalam 

mengoptimalisasi Policy 

Brief yang sudah ada 

kegiatan 

pemantauan 

pelaksanaan 

peraturan 

perundang-

undangan 
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No Rumusan Isu 
Kondisi saat ini    

 (data dan fakta) 

Dampak apabila  

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung Smart 

ASN 

Keterkaitan 

dengan Tugas 

dan Fungsi 

Jabatan 

Brief tersebut tidak 

sesuai tujuannya 

 

3 Rendahnya jumlah 

partisipan pada aplikasi 

SIMAS PANLAKUU 

milik Puspanlak UU 

 

Deskripsi singkat: 

Puspanlak UU salah satu 

fungsinya mendukung 

fungsi pengawasan DPR 

RI, SIMAS PANLAKUU 

yaitu sistem yang 

ditujukan sebagai saluran 

penghimpun aspirasi 

masyarakat terkait 

pelaksanaan UU yang 

perlu dilakukan 

pemantauan 

pelaksanaannya oleh DPR 

RI yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh 

Puspanlak UU selaku 

supporting system DPR 

RI di bidang pengawasan 

 

- Videografis yang 

ditampilkan dalam 

website SIMAS PANLAK 

UU sudah tidak sesuai 

dengan tampilan terbaru 

website SIMAS PANLAK 

UU, misalnya pada 

videografis menjelaskan 

terdapat lebih dari 2 (dua) 

pertanyaan yang harus 

dijawab oleh partisipan, 

sedangkan pada tampilan 

terbaru hanya terdapat 2 

(dua) jawaban yang perlu 

diisi oleh partisipan, 

sehingga tujuan adanya 

vidio tersebut tidak dapat 

tercapai. 

- Data terinput belum 

terhubung dengan 

halaman pengelola/ 

administrator sehingga 

data tidak tersimpan dan 

terkelola dengan baik 

- SIMAS PANLAK UU 

juga belum sesuai dengan 

teknis pelaksanaan tugas 

Puspanlak UU sehingga 

- Membuat bingung 

pengunjung website 

yang bermaksud 

berpartisipasi dalam 

kegiatan 

pemantauan 

pelaksanaan 

undang-undang 

melalui SIMAS 

PANLAK UU 

- Menurunkan tingkat 

kepercayaan 

partisipan terhadap 

profesionalisme dan 

integritas pengelola 

website Puspanlak 

UU. 

- SIMAS PANLAK 

UU tidak sesuai 

dengan tujuan 

pembentukannya 

yakni untuk 

menjaring partisipan 

masyarakat 

pemantauan 

pelaksanaan UU 

guna meningkatkan 

- Jumlah partisipan 

SIMAS PANLAK 

UU meningkat 

dengan adanya 

kejelasan 

mekanisme 

berpartisipasi dan 

pengisian data 

sehingga dapat 

memberikan 

tambahan data dan 

informasi yang 

mampu 

menunjang 

kegiatan 

pemantauan 

pelaksanan 

undang-undang. 

- Data dan informasi 

dari masyarakat 

terkelola dengan 

baik. 

- Keberadaan 

SIMAS PANLAK 

sesuai dengan 

tujuan 

penciptaannya dan 

sesuai dengan 

- Belum relevan 

dengan nilai dasar 

ASN antara lain 

berorientasi 

pelayanan dan 

kolaboratif 

sebagaimana Pasal 3 

UU 20/2023 tentang 

ASN. 

- Belum memiliki jiwa 

entrepreneurship 

yakni mampu melihat 

peluang untuk 

perbaikan serta belum 

memberlakukan 

budaya digital untuk 

mengevaluasi kondisi 

website untuk 

menemukan 

kesalahan-kesalahan 

yang perlu diperbaiki. 

Rumusan isu ini 

sesuai 

Permenpan 

42/2020 tentang 

JF Analis 

Pemantauan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Legislatif Pasal 7 

Ayat (2) huruf a 

angka 1 

mengenai sub 

unsur kegiatan 

persiapan 

pemantauan 

pelaksanaan 

peraturan 

perundang-

undangan 
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Tabel 1 : Identifikasi Isu

No Rumusan Isu 
Kondisi saat ini    

 (data dan fakta) 

Dampak apabila  

isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung Smart 

ASN 

Keterkaitan 

dengan Tugas 

dan Fungsi 

Jabatan 

tidak dapat memberikan 

kontribusi dalam 

pelaksanaan tugas maupun 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas hasil kerja 

Puspanlak UU 

 

kualitas kerja 

Puspanlak UU 

kebutuhan 

Puspanlak UU. 
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SITERANG pada website https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang saat ini menampilkan berbagai 

macam informasi terkait putusan perkara pengujian UU di MK, sebagai contoh, salah satu informasi yang 

ditampilkan adalah “Status Perkara”, nyatanya banyak Status Perkara yang sudah memiliki ketetapan 

akhir baik untuk perkara tahun 2024 maupun perkara tahun-tahun sebelumnya tidak terkinikan dengan 

baik sehingga hal tersebut merupakan informasi yang tidak aktual, hal ini berisiko pada nama baik 

instansi, selain itu berisiko pada penentuan kebijakan selanjutnya dimana perkara MK yang sudah 

memiliki keputusan hukum tetap dapat mempengaruhi penentuan kebijakan kedepannya 

 

Gambar 2 : Data pendukung isu 1 

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 11:48 pada tautan https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-

perkara/tahun/2022 , kata kunci pencarian (search) “belum” 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa SITERANG pada website dapat mempengaruhi 

penentuan kebijakan kedepannya https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang selain itu putusan dan 

pertimbangan hukum pada putusan yang sudah ada sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyusun Keterangan DPR di perkara pengujian UU di MK, oleh karena itu perlu adanya informasi-

informasi tambahan untuk ditampilkan dalam kolom pencarian untuk mempermudah pencarian data-data 

putusan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disusun Keterangan DPR nya oleh tim Puspanlak 

UU 

 

Gambar 3 : Data pendukung isu 1 

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 11:55 pada tautan https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2024 

 

https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang
https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2022
https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2022
https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang
https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/index-perkara/tahun/2024
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Puspanlak UU menerbitkan Policy Brief atas seminar nasional atau Forum Group Discussion yang 

diselenggarakan oleh Puspanlak UU, tujuan utama Policy Brief yakni untuk menyampaikan hasil 

pemantauan UU atau analisis terhadap suatu isu strategis atau kebijakan yang telah ditetapkan, dibuat 

dalam bentuk naskah karya tulis singkat 

 

Gambar 4 : Data pendukung isu 2 

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 14:15, contoh Policy Brief yang pernah dibuat Puspanlak UU 

 

Pada website https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2 tersedia menu untuk 

menampilkan Policy Brief yang telah dibuat oleh Puspanlak UU, saat ini telah terdapat bebrapa produk 

Policy Brief yang dibuat oleh Puspanlak UU namun produk tersebut tidak disajikan dalam menu website 

ini walaupun sudah disediakan. 

 

Gambar 5 : Data pendukung isu 2 

Tangkapan layar tanggal 31-07-2024 pukul 14:20 pada tautan https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2 

https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2
https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-seminar/id/2
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B. Penetapan Isu Prioritas 

B.1 Teknik Tapisan Isu 

Ketiga isu yang disebutkan di atas memiliki dampak masing-masing, perlu penanganan yang 

tepat untuk menanggulangi dampak yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, perlu dilakukan 

tapisan isu untuk menentukan isu prioritas yang harus segera ditangani. Rancangan ini menggunakan 

tapisan isu metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) untuk menentukan isu prioritas. 

Urgency artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti 

dikaitkan dengan waktu yang tersedia, Seriousness artinya seberapa serius isu harus dibahas 

dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan Growth menekankan seberapa besar 

kemungkinan berkembangan isu tersebut menjadi lebih buruk jika tidak ditangani segera. Metode ini 

diterapkan dengan menentukan skala nilai 1-5 pada setiap kriteria penilaian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Skor Urgency Seriousness Growth 

5 
Mendesak dalam waktu 

1 bulan 

Sangat berpengaruh terhadap 

isu lain 

Memburuk dalam waktu 1 

bulan 

4 
Mendesak dalam waktu 

3 bulan 

Cukup berpengaruh terhadap 

isu lain 

Memburuk dalam waktu 3 

bulan 

3 
Mendesak dalam waktu 

6 bulan 
Berpengaruh terhadap isu lain 

Memburuk dalam waktu 6 

bulan 

2 
Mendesak dalam waktu 

12 bulan 

Kurang berpengaruh terhadap 

isu lain 

Memburuk dalam waktu 

12 bulan 

1 
Mendesak dalam waktu 

24 bulan 

Tidak berpengaruh terhadap 

isu lain 

Memburuk dalam waktu 

24 bulan 

Tabel 2 : Uraian skor USG 

 

B.2 Pemilihan Isu Prioritas 

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG 

No Isu 
Kriteria Jumlah 

Nilai U S G 

1 
Belum optimalnya ketersediaan data SITERANG pada 

website puspanlakuu.dpr.go.id  
5 4 2 11 

2 Belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU 3 5 5 13 

3 
Rendahnya jumlah partisipan pada aplikasi SIMAS 

PANLAKUU milik Puspanlak UU 
4 3 4 11 

Tabel 3 : Matriks tapisan isu 

 

Berdasarkan pemberian skor nilai dengan menggunakan metode USG maka didapatkan yang 

menjadi isu prioritas adalah “Belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU”, skor 

diberikan sesuai dengan keadaan yang nyata dimana isu 2 menjadi isu yang mendesak dalam waktu 

https://puspanlakuu.dpr.go.id/
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6 bulan ke depan karena diperkirakan dalam waktu 6 bulan ke depan akan diselenggarakan seminar 

nasional yang akan menghasilkan Policy Brief sebagai salah satu produknya, isu ini merupakan isu 

yang dapat memberikan dampak sangat serius karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

dalam rangka penentuan kebijakan nasional, selain itu informasi penting seperti Policy Brief harus 

tersampaikan dengan baik sesegara mungkin. 

 

C. Analisis Isu 

Isu “Belum optimalnya fornat Policy Brief di Puspanlak UU” berdampak pada pelaksanaan tugas 

dan fungsi Puspanlak UU terutama pada fungsi pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan 

UU dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU karena Policy Brief di Puspanlak UU 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi 

pemantauan oleh Puspanlak UU. 

Terhadap isu utama tersebut dilakukan analisis menggunakan teknik analisis isu metode fishbone 

diagram untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya suatu permasalahan yang digambarkan 

sebagaiamana gambar di bawah ini 

 

Gambar 6 : Analisis Fishbone 

Analisis fishbone atas isu belum optimalnya format Policy Brief di Pupanlak UU 

 

Dari gambar fishbone diagram tersebut dapat dijelaskan penyebab terjadinya isu “Belum optimalnya 

format Policy Brief di Puspanlak UU” antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang optimal untuk dapat mengoptimalkan format 

produk Puspanlak UU sehingga Policy Brief belum mendapatkan kesempatan untuk dioptimalkan 

formatnya 

2. Dalam Permenpan-RB 42/2020 diatur bahwa penyusunan Policy Brief menjadi salah satu tugas 

Analis Pemantauan Ahli Utama, sampai dengan saat ini belum terdapat satupun Analis Pemantauan 

 

KOMPETENSI LINGKUNGAN KERJA 

PERSONAL KEBIJAKAN 

Belum cukup 

memperhatikan 

optimalisasi format 

Policy Brief 

Belum terdapat 

ketentuan penyajian 

Policy Brief di 

Puspanlak UU 

Kompetensi 

mengoptimalkan 

format belum merata 

Problem 

Statement 

Format Policy Brief 

belum optimal 

Belum menerapkan 

kemampuan terbaik 

Belum cukup 

memperhatikan 

optimalisasi format 

Policy Brief 
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Ahli Utama, baik di DPR RI maupun DPD RI sehingga tugas ini diampu oleh Analis Pemantauan 

Jenjang Muda dan Jenjang Madya namun sejauh ini belum ada perhatian yang cukup untuk 

mengembangkan Policy Brief Puspanlak UU 

3. Belum tersedianya ketentuan penyajian Policy Brief yang berlaku khussu di Puspanlak UU 

4. Tampilan Policy Brief di Puspanlak UU saat ini masih dalam bentuk makalah, pegawai belum 

menerapkan kemampuan terbaiknya untuk mengubah Policy Brief menjadi lebih menarik untuk 

dibaca. 

 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

Belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU menjadi isu yang sangat penting karena 

dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penentuan kebijakan kedepannya, maka untuk 

mengoptimalkan format Policy Brief di Puspanlak salah satu hal yang dapat dilakukan yakni 

Mengoptimalkan tampilan Policy Brief Puspanlak UU 
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BAB IV  

RANCANGAN AKTUALISASI 
 

 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

 
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya ketersediaan data SITERANG pada website puspanlakuu.dpr.go.id 

2. Belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU 

3. Rendahnya jumlah partisipan pada aplikasi SIMAS PANLAKUU milik Puspanlak UU 

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU 

Gagasan Pemecahan Isu : Mengoptimalkan format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 
 

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Melakukan 

identifikasi 

data-data 

yang 

diperlukan 

untuk 

optimalisasi 

format 

tampilan 

Policy Brief 

Puspanlak 

UU 

1. Konsultasi dengan 

mentor 

1. Dokumentasi 

 

Bersikap Kolaboratif melalui 

cara berdiskusi dengan pihak 

lain untuk memberikan nilai 

tambah pada hasil pekerjaan, 

selain itu dengan diskusi yang 

sehat akan tercipta lingkungan 

kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja yang baik 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kolaboratif dan 

Harmonis 

  

Konsultasi atau diskusi untuk 

mendapatkan ide-ide atau 

gagasan yang dapat 

memberikan kontribusi 

Memperkuat kelembagaan 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebagai unit 

organisasi Badan Keahlian 

DPR dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada 

DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di 

https://puspanlakuu.dpr.go.id/
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

persidangan Mahkamah 

Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel 

 

2. Mengumpulkan 

data-data yang 

diperlukan untuk 

optimalisasi 

format tampilan 

Policy Brief 

Puspanlak UU  

2. Kumpulan data 

contoh  Policy 

Brief untuk 

digunakan 

sebagai bahan 

benchmark 

Mengumpulkan informasi data 

selengkap mungkin sebagai 

upaya melaksanakan pekerjaan 

dengan kualitas terbaik 

merupakan implemetasi ASN 

yang berKompeten 

Kegiatan ini dilakukan 

dengan menelaah Digital 

Culture yang berlaku untuk 

mengetahui kebutuhan atau 

format seperti apa yang dapat 

menarik minat baca banyak 

kalangan 

 

Pengumpulan informasi dalam 

rangka melaksanakan tugas 

berkontirbusi 

Menyelenggarakan dukungan 

keahlian untuk mendorong 

peningkatan efektivitas 

pelaksanaan fungsi dan peran 

DPR RI. 

 

3. Membuat daftar 

data-data yang 

perlu diolah untuk 

optimalisasi 

format Policy 

Brief Puspanlak 

UU 

 

3. Daftar data-data 

yang perlu 

digunakan 

untuk 

pengoptimalan 

Policy Brief 

 

 

 

Membuat daftar data yang perlu 

dioptimalkan dengan 

mengutamakan Berorientasi 

Pelayanan agar data yang 

disajikan dapat bermanfaat 

optimal bagi masyarakat, 

khususnya bagi analis 

pemantauan dan anggota DPR. 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Berorientasi 

Pelayanan  

Daftar hasil identifikasi 

berdasarkan informasi-

informasi yang dikumpulkan 

memberikan manfaat guna 

Mewujudkan kualitas 

pemberian dukungan keahlian 

kepada DPR dalam penanganan 

perkara pengujian undang-

undang terhadap UUD Tahun 

1945 yang profesional, tepat 

waktu akuntabel, dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

2 Membuat 

rancangan 
tampilan baru 

Policy Brief  

1. Konsultasi dengan 

mentor 

1. Dokumentasi Bersikap Kolaboratif melalui 

cara berdiskusi dengan pihak 

lain untuk memberikan nilai 

tambah pada hasil pekerjaan, 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

Konsultasi atau diskusi untuk 

mendapatkan ide-ide atau 

gagasan yang dapat 

memberikan kontribusi 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

Puspanlak 

UU agar 

memudahkan 

analis 

pemantauan 

mengenal dan 

mempelajari 

materi 

pembahasan 

(isi), serta 

memudahkan 

dan menarik 

bagipengguna 

(pembaca) 

selain itu dengan diskusi yang 

sehat akan tercipta lingkungan 

kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja yang baik 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kolaboratif dan 

Harmonis 

  

Memperkuat kelembagaan 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebagai unit 

organisasi Badan Keahlian 

DPR dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada 

DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di 

persidangan Mahkamah 

Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel 

 

2. Membuat 

rancangan format 

tampilan Policy 

Brief Puspanlak 

UU yang lebih 

optimal 

2. Rancangan 

format 

tampilan 

Policy Biref 

 

Merancang format dengan 

sungguh-sungguh sebagai 

bentuk Loyal untuk menjaga 

nama baik organisasi. 

 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Loyal 

 

Menggunakan Digital Skill 

terbaik untuk membuat 

rancangan format Policy 

Brief 

Mengoptimalkan format suatu 

produk merupakan tata kelola 

agar produk tersebut dapat 

bermanfaat secara optimal 

berkontribusi Melaksanakan 

tata kelola kelembagaan 

pemerintahan yang profesional, 

baik, dan bersih di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia 

 

3. Mendapatkan 

masukan atau 

koreksi dari mentor 

3. Koreksi atau 

masukan 

Dalam pembuatan output ini 

perlu bertindak Kolaboratif 

dengan pihak lain untuk 

mendapatkan masukan atau 

saran perbaikan sehingga 

pekerjaan yang dilakukan 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kolaboratif 

Menerima koreksi dan 

masukan dari pihak lain 

bertujuan memberikan 

kontribusi mewujudkan 

kualitas pemberian dukungan 

keahlian kepada DPR dalam 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

memiliki nilai tambah dibanding 

melakukan secara sendiri 

 

 penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD 

Tahun 1945 yang profesional, 

tepat waktu akuntabel, dan 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

4. Memperbaiki 

rancangan format 

tampilan Policy 

Brief Puspanlak 

UU yang lebih 

optimal sesuai 

masukan atau 

koreksi yang 

diberikan 

 

4. Final 

rancangan 

format 

tampilan 

Policy Biref 

 

Output kegiatan ini merupakan 

bentuk tindakan Adaptif untuk 

mengatasi permasalahan yang 

terjadi, dengan melakukan 

tindakan yang kreatif dan 

proaktif dengan finalisasi 

berdasarkan koreksi dan 

masukan yang diterima 

 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Adaptif 

 

Format Policy Brief yang sudah 

dioptimalkan berkontribusi 

Melaksanakan tata kelola 

kelembagaan pemerintahan 

yang profesional, baik, dan 

bersih di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia 

3 Menyesuaika

n format 

Policy Brief 

Puspanlak 

UU yang 

sudah ada 

sesuai 

dengan 

rancangan 

yang telah 

disepakati 

1. Konsultasi dengan 

mentor 

1. Dokumentasi Bersikap Kolaboratif melalui 

cara berdiskusi dengan pihak 

lain untuk memberikan nilai 

tambah pada hasil pekerjaan, 

selain itu dengan diskusi yang 

sehat akan tercipta lingkungan 

kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja yang baik 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kolaboratif dan 

Harmonis 

  

Konsultasi atau diskusi untuk 

mendapatkan ide-ide atau 

gagasan yang dapat 

memberikan kontribusi 

Memperkuat kelembagaan 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebagai unit 

organisasi Badan Keahlian 

DPR dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada 

DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di 

persidangan Mahkamah 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel 

 

2. Mengubah format 

Policy Brief yang 

sudah pernah 

diterbitkan 

Puspamlak UU 

menjadi Policy 

Brief yang sesuai 

dengan rancangan 

format yang telah 

diperbarui. 

2. 2 (dua buah) 

Policy Brief 

yang sudah 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

format Policy 

Brief yang telah 

diperbarui 

Secara Akuntabel dengan 

penuh tanggung jawab, cermat 

dan berintegritas tinggi 

menyesuaikan produk pekerjaan 

organisasi ke dalam rancangan 

format yang telah tersedia 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Akuntabel 

 

Menyesuaiakan dengna 

format yang telah 

dioptimalkan merupakan 

Digital Ethics yang perlu 

dilakukan secara konsisten 

 

Pekerjaan yang dilakukan 

dengan penuh tanggung jawab 

berkontribusi Mewujudkan 

kualitas pemberian dukungan 

keahlian kepada DPR dalam 

penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD 

Tahun 1945 yang profesional, 

tepat waktu akuntabel, dan 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

4 Evaluasi 

setelah  

mengoptimal

kan tampilan 

Policy Brief 

Puspanlak 

UU 

1. Konsultasi dengan 

mentor 

1. Dokumentasi 

 

Bersikap Kolaboratif melalui 

cara berdiskusi dengan pihak 

lain untuk memberikan nilai 

tambah pada hasil pekerjaan, 

selain itu dengan diskusi yang 

sehat akan tercipta lingkungan 

kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja yang baik 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kolaboratif dan 

Harmonis 

  

Konsultasi atau diskusi untuk 

mendapatkan ide-ide atau 

gagasan yang dapat 

memberikan kontribusi 

Memperkuat kelembagaan 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebagai unit 

organisasi Badan Keahlian 

DPR dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada 

DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di 

persidangan Mahkamah 
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Tabel 4 : Matriks rancangan aktualisasi 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 

Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel 

 

2. Meminta 

testimonis terkait 

perubahan Policy 

Brief 

 

2. Testimoni dari 

Analis 

Pemantau 

dan/atau 

masyarakat 

umum 

 

 

Meminta testimoni untuk dapat 

menemukan hal-hal yang masih 

dapat diperbaiki kembali 

nantinya de Berorientasi 

Pelayanan tidak hanya berhenti 

pada satu perbaikan namun 

perbaikan itu harus dilakukan 

terus tiada henti. 

 

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Berorientasi 

Pelayanan 

Perbaikan tiada henti 

berkontribusi 

Menyelenggarakan dukungan 

keahlian untuk mendorong 

peningkatan efektivitas 

pelaksanaan fungsi dan peran 

DPR RI. 

 

3. Mengolah hasil 

testimoni sebagai 

bahan data 

penyusunan 

laporan aktualisasi 

3. Arsip 

 

Mengolah data sebaik-baiknya 

sebagai upaya Kompeten 

melaksanakan tugas dengan 

upaya terbaik untuk peningkatan 

kualitas pelayanan  

Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 

tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) 

dengan 

mengimplementasikan nilai 

dasar ASN Kompeten 

 

Menggunakan Digital Skill 

terbaik dalam 

mengumpulkan testimoni dan 

mengolahnya 

 

Mengolah data sebaik-baiknya 

sejalan dengan misi Badan 

Keahlian Menyelenggarakan 

dukungan keahlian untuk 

mendorong peningkatan 

efektivitas pelaksanaan fungsi 

dan peran DPR RI 
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B. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 
 

JADWAL RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI 

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV 

1. Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk 

optimalisasi format Policy Brief Puspanlak UU 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Mengumpulkan informasi data-data yang diperlukan 

untuk optimalisasi format Policy Brief Puspanlak UU 

        

c) Membuat daftar data-data yang perlu diolah untuk 

optimalisasi format Policy Brief Puspanlak UU 

        

2. Membuat rancangan tampilan baru Policy Brief  Puspanlak 

UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan 

mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan 

dan menarik bagipengguna (pembaca) 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Membuat rancangan format Policy Brief Puspanlak 

UU yang lebih optimal 

        

c) Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor atau 

kepala pusat 

        

d) Memperbaiki rancangan format Policy Brief 

Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan 

atau koreksi yang diberikan 

        

3. Menyesuaikan format tampilan Policy Brief Puspanlak 

UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah 

disepakati 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Menyesuaikan format tampilan Policy Brief sesuai 

rancangan yang telah disepakati 

        

4. Evaluasi setelah  mengoptimalkan tampilan Policy Brief 

Puspanlak UU 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Meminta testimonis dari Analis Pemantauan terkait 

perubahan Policy Brief 

        

c) Mengolah hasil testimoni sebagai bahan data 

penyusunan laporan aktualisasi 

        

 

Tabel 5 : Jadwal kegiatan aktualisasi 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 
 

A. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi 

Pelaksanaan aktualisasi dimulai pada minggu ke 3 bulan Agustus sampai dengan minggu ke 3 bulan 

September di lingkungan Puspanlak UU, Badan Keahlian, Setjen DPR, seluruh kegiatan dapat 

terselesaikan dengan baik, hanya saja dalam perjalanan nya terdapat penyesuaian penamaan kegiatan atau 

tahapan kegiatan agar lebih relevan dengan tujuan aktualisasi yang ingin dicapai, antara lain pada 

Kegiatan 1 sub tahap kegiatan c) semula yaitu membuat daftar data-data yang perlu diolah untuk 

optimalisasi format Policy Brief Puspanlak UU menjadi membuat benchmark format tampilan Policy 

Brief untuk optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU, penyesuaian penamaan tahapan 

kegiatan ini dilakukan agar data yang dihasilkan dapat langsung diolah sebagai data bahan untuk kegiatan 

selanjutnya.   

Selain itu pada kegiatan 4 dilakukan penyesuaian kegaitan yaitu semula evaluasi setelah  

mengoptimalkan tampilan Policy Brief Puspanlak UU dimana pada tahapan kegiatan akan meminta 

testimoni dari analis pemantauan menjadi menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief 

Puspanlak UU dimana setelah melakukan diskusi dengan mentor, bahwa terdapat pertimbangan yakni 

belum semua analis pemantauan pernah melakukan pekerjaan terkait Policy Brief, dan dikarenakan masih 

belum terdapat Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama yang bertanggungjawab 

atas pembuatan Policy Brief di Puspanlak UU, maka diputuskan bahwa testimoni terkait Policy Brief akan 

dimintakan kepada Kepala Pusat di  Puspanlak UU sebagai penanggung jawab unit kerja penerbit Policy 

Brief. Selanjutnya untuk mengakomodir penyesuaian-penyesuaian di atas maka terdapat penyesuaian 

pada jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi sebagaimana diberi highlight kuning di bawah ini: 

 

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 
 

No Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV 

1. Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk 

optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

        

c) Membuat benchmark format tampilan Policy Brief untuk 

optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

        

2. Membuat rancangan tampilan baru Policy Brief  Puspanlak UU 

agar memudahkan analis pemantauan mengenal dan 

mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan 

menarik bagipengguna (pembaca) 

        

a) Konsultasi dengan mentor         
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b) Membuat rancangan format tampilan Policy Brief 

Puspanlak UU yang lebih optimal 

        

c) Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor         

d) Memperbaiki rancangan format tampilan Policy Brief 

Puspanlak UU yang lebih optimal sesuai masukan atau 

koreksi yang diberikan 

        

3. Menyesuaikan format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah 

disepakati 

        

a) Konsultasi dengan mentor         

b) Mengubah format tampilan Policy Brief yang sudah 

pernah diterbitkan Puspamlak UU menjadi Policy Brief 

yang sesuai dengan rancangan format yang telah 

diperbarui. 

      

 

 

 

 

4. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief 

Puspanlak UU 

        

 a) Konsultasi dengan mentor         

 b) Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy 

Brief Puspanlak UU kepada Analis Pemantauan di unit 

kerja 

        

 c) Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy 

Brief Puspanlak UU kepada Kepala Pusat selaku atasan di 

unit kerja 

        

Tabel 7 : Jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi 

B. Penjelasan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan 

Aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan yang masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa tahapan 

kegaitan. Rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi ini merupakan bentuk pemecahan isu yang 

diangkat dalam rancangan aktualisasi dengan judul belum optimalnya format Policy Brief di Puspanlak 

UU.  Berikut adalah kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama masa aktualisasi. 

B.1. Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format 

tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

B.1.1. Konsultasi dengan mentor 

a. Deskripsi Kegiatan 

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan 

arahan dan masukan dari mentor bagaimana tampilan suatu Policy Brief yang optimal sehingga 

dapat memberikan dampak yang optimal juga, karena patut disayangkan ketika Policy Brief 

yang sudah disusun oleh Puspanlak UU dengan menyelenggarakan seminar tingkat nasional 

atau forum group discussion namun hasilnya tidak dapat tersampaikan dengan baik atau 

bahkan tidak menarik untuk dibaca oleh Anggota Dewan. Mentor memberikan arahan untuk 

mengumpulkan lebih dulu contoh-contoh Policy Brief yang sudah ada dari organisasi atau 

instansi lain serta mempelajari secara singkat betapa pentingnya Policy Brief untuk 

mennetukan arah kebijakan di masa yang akan datang. 



26 

 

 

Gambar 7 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 1 

 

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan 

menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat 

diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan 

pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap 

Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan 

sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat 

melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang 

kinerja bagi setiap baik. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan 

kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat 

pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 

pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel. 
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B.1.2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan 

Policy Brief Puspanlak UU 

a. Deskripsi kegiatan 

Berdasarkan arahan dan masukan pada konsultasi sebelumnya maka saya mengumpulkan 

beberapa contoh Policy Brief yang sudah pernah diterbitkan oleh instansi atau organisasi lain, 

selain itu saya juga mengumpulkan beberapa paparan terkait pentingnya Policy Brief, tujuan 

pembuatan Policy Brief, dan bagaimana menyusun Policy Brief yang baik. Data-data yang 

sudah dikumpulkan tersebut kemudian dapat diolah untuk digunakan sebagai benchmark atau 

acuan 

 

Gambar 8 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 2 

 

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni mengumpulkan informasi 

data sevariaitf mungkin namun tetap dilakukan dengan hati-hati tidak secara sembarang 

sebagai upaya melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik merupakan implemetasi ASN 

yang berkompeten  

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan ini dilakukan dilakukan 

dengan menelaah Digital Culture yang berlaku untuk mengetahui kebutuhan atau format 

seperti apa yang dapat menarik minat baca banyak kalangan. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Pengumpulan informasi berupa contoh-contoh dan paparan-paparan terkait penyusunan 

Policy Brief berkontirbusi dalam mewujudkan visi dan misi Badan Keahlian 

menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan 

fungsi dan peran DPR RI. 
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B.1.3. Membuat benchmark format tampilan Policy Brief untuk optimalisasi format 

tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

a. Deskripsi Kegiatan 

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan maka selanjutnya perlu disusun 

dalam satu file berupa contoh-contoh tampilan Policy Brief yang sudah ada dengan melakukan 

Analisa secara singkat terhadap Policy Brief tersebut mengenai komponen apa saja yang 

ditampilkan dalam Policy Brief, Analisa dilakukan dengan mempelajari beberapa paparan atau 

tulisan yang menjelaskan tujuan Policy Brief dan komponen apa saja yang perlu ditampilkan 

dalam suatu Policy Brief. 

 

Gambar 9 : Bukti pendukung kegiatan 1 tahap kegiatan 3 

 

b. Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni mengutamakan 

Berorientasi Pelayanan agar data yang disajikan dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat, 

khususnya bagi analis pemantauan dan anggota DPR. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Data benchmark berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan memberikan 

kontribusi bagi terlaksananya visi dan misi Badan Keahlian yakni mewujudkan kualitas 

pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-

undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B.2. Membuat rancangan tampilan baru Policy Brief Puspanlak UU agar memudahkan 

analis pemantauan mengenal dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta 

memudahkan dan menarik bagipengguna (pembaca) 

B.2.1. Konsultasi dengna mentor 

a. Deskripsi Kegiatan 

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan 

arahan dan masukan dari mentor bagaimana gambaran umum tampilan yang tepat sekaligus 

dapat menarik minat Anggota Dewan untuk membaca Policy Brief secara menyeluruh seperti 

tidak menggunakan huruf yang terlalu kecil dan tidak menggunakan gambar-gambar kartun, 

kemudian agar menerapkan hasil benchmarking yang telah dilakukan terhadap Policy Breif 

lain. 

 

Gambar 10 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 1 

 

b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan 

menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat 

diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan 

pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap 

Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan 

sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat 

melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang 

kinerja bagi setiap baik. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan 

kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat 
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pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 

pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan 

akuntabel 

 

B.2.2. Membuat rancangan format tampilan Policy Brief Puspanlak UU yang lebih 

optimal 

a. Deskripsi Kegiatan 

Berdasarkan hasil konsultasi dengna mentor, maka saya membuat satu format tampilan 

Policy Brief untuk selanjutnya terhadap Policy Brief yang sudah pernah disusun oleh 

Puspanlak UU akan diterapkan ke dalam format tampilan baru Policy Brief ini, berikut ini 

dilampirkan tampilan baru Policy Brief yang saya buat 

Halaman depan (pertama) Halaman belakang (terakhir) 

  

Tabel 6 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 2 

 

b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bersikap Loyal dimana 

dalam menyusun rancangan tampilan Policy Brief menggunakan kemampuan terbaik agar 

hasil kerja yang diperoleh dapat ditampilkan dengan baik sehingga menjaga bahkan dapat 

meningkatkan nama baik instansi. 
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c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Loyal, selain itu menggunakan Digital Skill terbaik 

untuk membuat rancangan format Policy Brief. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Membuat rancangan format untuk mengoptimalkan format suatu produk merupakan tata 

kelola agar produk tersebut dapat bermanfaat secara optimal, hal ini berkontribusi pada visi 

dan misi Setjen DPR yakni melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang 

profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

 

B.2.3. Mendapatkan masukan atau koreksi dari mentor 

a. Deskripsi Kegiatan 

Setelah dilakukan review terhadap format tampilan baru Policy Brief sebagaimana 

gambar terlampir sebelumnya, selanjutnya dilakukan diskusi dengan mentor, diskusi ini antara 

lain membahas mengenai kemungkinan terdapat perbedaan selera tampilan antara satu pihak 

dengan pihak lain, begitu juga selera antar satu Anggota Dewan dengan Anggota Dewan lain, 

sehingga berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka dalam aktualisasi ini perlu dibuat format 

tampilan Policy Brief yang berbeda bagi setiap Policy Brief, meskipun format tampilan dibuat 

berbeda untuk setiap Policy Brief, namun komponen-komponen yang terkandung di dalamnya 

agar dipertahakan. 

 

Gambar 11 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 3 
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b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bertindak Kolaboratif 

dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan atau saran perbaikan sehingga pekerjaan yang 

dilakukan memiliki nilai tambah dibanding melakukan secara sendiri. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Kolaboratif. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Menerima koreksi dan masukan dari pihak lain bertujuan memberikan kontribusi 

terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan Puspanlak UU 

sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada 

DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan 

Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel 

 

B.2.4. Memperbaiki rancangan format tampilan Policy Brief Puspanlak UU yang lebih 

optimal sesuai masukan atau koreksi yang diberikan. 

a. Deskripsi Kegiatan 

Sesuai dengan saran atau masukan pada tahapan kegiatan sebelumnya, maka dibuat satu 

format tampilan Policy Brief, selanjutnya disebut format tampilan Policy Brief 2, sedangkan 

format tampilan yang dibuat pada tahapan kegiatan sebelumnya disebut format tampilan 

Policy Brief 1. Berikut ini format tampilan Policy Brief 2. 

Halaman Pertama Halaman ke-4 (terakhir) 

  

Tabel 7 : Bukti pendukung kegiatan 2 tahap kegiatan 4 
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b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bertindak Adaptif dimana 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, maka kita perlu melakukan tindakan yang 

kreatif dan proaktif termasuk dalam hal mengakomodir koreksi dan masukan yang diterima 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Adaptif. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Format Policy Brief yang sudah dioptimalkan bertujuan memberikan kontribusi 

terwujudnya Visi dan Misi Setjen DPR yakni melaksanakan tata kelola kelembagaan 

pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

 

B.3. Menyesuaikan format tampilan Policy Brief Puspanlak UU yang sudah ada sesuai 

dengan rancangan yang telah disepakati 

B.3.1. Konsultasi dengan mentor 

a. Deskripsi Kegiatan 

Berdasarkan data yang saya 

peroleh, jumlah halaman Policy Brief 

yang sudah pernah disusun oleh 

Puspanlak UU bervariasi, ada yang 10, 

11, atau 12 halaman, konsultasi dengan 

mentor pada tahapan kegiatan ini 

dilakukan untuk mendapatkan arahan 

dan masukan dari mentor bagaimana 

meringkas isi Policy Brief yang sudah 

ada sebelumnya menjadi maksimal 

hanya 4 halaman saja, Policy Brief yang 

sudah ada sebelumnya memiliki 

informasi yang cukup padat dan sangat 

bermanfaat, namun informasi-informasi 

hasil Analisa tersebut perlu lebih 

diapdatkan Kembali sehingga lebih 

menarik untuk dibaca baik sebagian 

maupun menyeluruh. 

 

 

 

Gambar 12 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 1 
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b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan 

menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat 

diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan 

pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat sikap 

Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan 

sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi yang sehat 

melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk menunjang 

kinerja bagi setiap baik. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis  

d. Visi dan Misi Organisasi 

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat memberikan 

kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan 

Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan 

keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan 

DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel. 

 

B.3.2. Mengubah format tampilan Policy Brief yang sudah pernah diterbitkan 

Puspamlak UU menjadi Policy Brief yang sesuai dengan rancangan format yang 

telah diperbarui 

a. Deskripsi Kegiatan 

Setelah isi dari Policy Brief yang sudah pernah ada sebelumnya dibuat lebih ringkas 

maksimal sejumlah 4 halaman, maka selanjutnya isi Policy Brief tersebut dilebur ke dalam 

format tampilan Policy Brief yang baru, pada tahapan kegiatan ini terdapat 2 (dua) buah Policy 

Brief yang format tampilannya diubah menggunakan format tampilan yang telah diperbarui, 

sehingga tampilan Policy Brief yang pernah diterbitkan oleh Puspanlak UU menjadi Policy 

Brief dengan tampilan baru  sebagai berikut: 
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Format tampilan Policy Brief 1 

halaman pertama halaman ke-4 (terakhir) 

  

 

Format tampilan Policy Brief 2 

halaman pertama halaman ke-4 (terakhir) 

  

 

Tabel 8 : Bukti pendukung kegiatan 3 tahap kegiatan 2 
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b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan 

menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat 

diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan 

pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat 

sikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan 

arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi 

yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja bagi setiap baik. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Akuntabel, selain itu dalam menyesuaikan Policy 

Brief lama ke dalam format yang telah dioptimalkan merupakan Digital Ethics yang perlu 

dilakukan secara konsisten sehingga menjadi suatu kebiasaan baik yang perlu dilanjutkan 

dan ditingkatkan. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Kegiatan mengubah format tampilan Policy Brief yang sudah pernah diterbitkan 

Puspamlak UU ini bertujuan meningkatkan produk Policy Brief di Puspanlak UU sehingga  

memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat 

kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi 

yang profesional dan akuntabel 

 

B.4. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

B.4.1. Konsultasi dengan mentor 

a. Deskripsi Kegiatan 

Konsultasi dengan mentor pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan 

arahan dan masukan dari mentor perihal kepada siapa analis pemantauan yang dapat 

dimintakan testimoni terkait Policy Brief ini, namun dalam diskusi ini  terdapat pertimbangan 

yakni belum semua analis pemantauan pernah melakukan pekerjaan terkait Policy Brief, dan 

dikarenakan masih belum terdapat Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli 

Utama yang bertanggungjawab atas pembuatan Policy Brief di Puspanlak UU, maka 

diputuskan bahwa testimoni terkait Policy Brief cukup dimintakan kepada Kepala Pusat di 

Puspanlak UU sebagai penanggung jawab unit kerja penerbit Policy Brief. 
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Gambar 13 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 1 

 

b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan diskusi ini dilakukan dengan 

menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan yakni diskusi untuk menemukan hal yang dapat 

diperbaiki dari apa yang sedang dikerjakan, perbaikan tersebut bertujuan memberikan 

pelayanan berupa hasil kerja yang prima kepada Anggota Dewan, dalam diskusi terdapat 

sikap Kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan 

arahan sehingga memperoleh nilai tambah pada hasil pekerjaan, selain itu dengan diskusi 

yang sehat melalui interaksi yang baik akan tercipta lingkungan kerja yang Harmonis untuk 

menunjang kinerja bagi setiap baik. 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka  tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Konsultasi atau diskusi untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan yang dapat 

memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat 

kelembagaan pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi 

yang profesional dan akuntabel. 

 

B.4.2. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

kepada Analis Pemantauan di unit kerja 

a. Deskripsi Kegiatan 

Pada tahapan kegiatan ini dilakukan penyampaian secara singkat hasil aktualisasi berupa 

optimalisasi format tampilan Policy Brief di Puspanlak UU, penyampaian ini ditujukan untuk 

sejenak mengingatkan kembali atau menginformasikan kepada analis pemantauan yang belum 
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mengetahui bahwa Puspanlak UU memiliki suatu produk yang daapat berpengaruh bagi 

penentuan arah kebijakan di masa yang akan datang. 

 

Gambar 14 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 2 

 

b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni bersikap Kompeten berupa 

membantu rekan kerja untuk mengingat kembali atau menambah wawasan bagi rekan kerja 

yang belum mengetahui perihal Policy Brief di Puspanlak UU, penyampaian produk ini 

disampaikan dengan memperhatikan sikap Harmonis agar hal-hal yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik dan memungkinkan adanya masukan dari pihak lain,  

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan 

kegiatan ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Kompeten dan Harmonis. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Penyampaian hasil optimalisasi kepada analis pemantauan memberikan kontribusi 

terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat kelembagaan pusat pemantauan 

pelaksanaan undang-undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel. 

 

B.4.3. Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

kepada Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja 

a. Deskripsi Kegiatan 

Penyampaian hasil produk aktaulisasi berupa optimalisasi format tampilan Policy Brief 

di Puspanlak UU juga disampaikan kepada Kepala Pusat  di Puspanlak UU selaku 

penanggungjawab utama di Puspanlak UU, penyampaian secara khusus kepada Kepala 

Puspanlak UU dilakukan sekaligus untuk memperoleh testimoni dalam bentuk video dari 

Kepala Puspanlak UU, namun dikarenakan kesibukan bapak Kepala Puspanlak UU maka 

penyampaian secara khusus ini saya dilakukan melalui pesan Whatsapp, berikut penyampaian 

yang dilakukan: 
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Gambar 15 : Bukti pendukung kegiatan 4 tahap kegiatan 3 

 

b. Nilai-Nilai Dasar ASN 

Wujud penerapan nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini yakni Berorientasi Pelayanan 

dimana dengan penyerahan hasil aktualisasi ini maka Policy Brief yang diterbitkan 

Puspanlak UU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lebih luas baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung yakni melalui kebijakan yang akan diambil oleh pemagnku 

kepentingan, selain itu hasil optimalisasi ini merupakan bentuk Akuntabel dalam 

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa menerbitkan produk yang 

dapat berdampaik luas 

c. Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN yang baik maka tahapan kegiatan 

ini dilakukan sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel. 

d. Visi dan Misi Organisasi 

Penyampaian hasil optimalisasi kepada Kepala Pusat di Puspanlak UU dapat 

memberikan kontribusi terwujudnya Visi dan Misi Puspanlak UU yakni memperkuat 

kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi 

yang profesional dan akuntabel. 

 

C. Stakeholder 

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung penyelesaian 

aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Stakeholder yang terlibat adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 

DPR RI 

2. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif di Puspanlak UU 
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D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Kendala Strategi Menghadapi Kendala 

Informasi dalam Policy Brief cukup 

padat dan tidak dapat tersajikan dalam 

1-2 halaman. 

Policy Brief dapat disajikan paling banyak dalam 4 halaman, 

namun semakin ringkas dan mudah dicerna sebuah Policy 

Brief maka akan semakin baik. 

Jangka waktu tidak mencukupi Dari Policy Brief yang terkumpul setidaknya 2 dari Policy 

Brief tersebut telah dikembangkan tampilannya dan sisanya 

dapat diselesaikan secara bertahap dengan membentuk tim 

kerja sehingga pengembangan kompetensi tidak hanya bagi 

peserta latsar dan dalam kegiatan latsar saja tetapi bisa 

diperluas menjadi pengembangan kompetensi analis 

pemantauan di Puspanlak UU dan dapat dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Adanya perbedaan standar dan selera 

dalam tampilan format Policy Brief 

Masukan dapat diakomodasi dalam perbaikan-perbaikan 

kedepannya tanpa menghilangkan tujuan penyusunan dan 

karakteristik Policy Brief tersebut. 

Memadatkan informasi tanpa 

mengurangi informasi yang sudah ada 

Mempelajari setiap paragraf pada Policy Brief yang sudah 

ada, memahami isi dari setiap paragraf hingga bisa 

menemukan paragraf yang dapat digabung dan diparafrase 

agar menjadi lebih singkat, mencari literatur, referensi lain 

atau berdiskusi dengan pihak lain bila menemukan paragraf 

yang tidak mudah dipahami. 

Tabel 9 : Kendala dan cara menghadapinya 

 

E. Analisis Dampak 

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Format Tampilan Policy Brief di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” memberikan dampak yakni Analis Pemantauan dapat 

menyusun Policy Brief selanjutnya dengan lebih baik dan lebih mudah, sehingga penyusunan Policy Brief 

dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.  

Dari segi tampilan diharapkan Policy Brief yang disajikan Puspanlak UU di masa yang akan datang 

akan menjadi lebih menarik untuk dibaca baik sebagian maupun dibaca secara keseluruhan khususnya 

oleh Anggota Dewan bahkan lebih lanjut lagi Policy Brief yang diterbitkan Puspanlak UU nantinya dapat 

menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan penentuan kebijakan nasional. 

Oleh karena itu optimalisasi format tampilan Policy Brief ini diharapkan dapat meningkatkan 

efesiensi Puspanlak UU dalam menyusun Policy Brief dan secara tidak langsusng dapaat meningkatkan 

produktifitas Puspanlak UU dalam menerbitkan produk-produk lain yang lebih unggul dalam rangka 

mewujudkan  Visi dan Misi Puspanlak UU yakni terwujudnya pusat pemantauan pelaksanaan undang-
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undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel. 

Berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakannya aktualisasi ini 

 SEBELUM SESUDAH 

Jumlah 

halaman 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional terdiri dari 10 halaman 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi terdiri dari 9 halaman 

 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional terdiri dari 4 halaman 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi terdiri dari 4 halaman 

 

Tampilan  Kaku, terkesan seperti karya tulis Lebih menarik, di dukung dengnan warna  

yang beragam, disisipkan gambar-gambar 

agar tidak membosankan 

 

Durasi 

membaca  

 

*kecepatan 

membaca 

berbeda 

setiap orang 

berbeda 

1. Seluruh isi Policy Brief : Evaluasi dan 

Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional dibaca dalam waktu 15 

sampai dengan 20 menit. 

2. Seluruh isi Policy Brief: Membangun 

Kembali Mahkmah Konstitusi Melalui 

Evaluasi Pengaturan Tentang 

Mahkamah Konstitusi dibaca dalam 

waktu 13 sampai dengan 18 menit. 

 

1. Seluruh isi Policy Brief: Evaluasi dan 

Perbaikan Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional dibaca dalam waktu 6 

sampai dengan 8 menit. 

2. Seluruh isi Policy Brief: Membangun 

Kembali Mahkmah Konstitusi Melalui 

Evaluasi Pengaturan Tentang 

Mahkamah Konstitusi seluruh isinya 

dapat dibaca dalam waktu 6 sampai 

dengan 8 menit. 

 

Tampak 

Halaman 

Depan 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 
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 SEBELUM SESUDAH 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional. 

 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional  

 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

 

Tampak 

Halaman 

Belakang 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional  

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional  
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 SEBELUM SESUDAH 

 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

 

 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

Tampilan 

lengkap 

1. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional  

 

3. Policy Brief: Evaluasi dan Perbaikan 

Pengaturan Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Paa Sektor 

Pendidikan Dalam Optimalisasi 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan 

Nasional  
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 SEBELUM SESUDAH 

2. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

 

4. Policy Brief: Membangun Kembali 

Mahkmah Konstitusi Melalui Evaluasi 

Pengaturan Tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 

 

Tabel 10 : Perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

 

A. Simpulan 

Penulis sebagai Analis Pemantauan, memiliki tugas dan fungsi antara lain pelaksanaan dukungan 

evaluasi pemantauan pelaksanaan UU dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UU, dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di Puspanlak UU, Penulis mengidentifikasi suatu isu yakni belum 

optimalnya format Policy Brief di Puspanlak UU, atas adanya isu tersebut maka dirancang suatu gagasan 

untuk mengoptimalkan format tampilan Policy Brief di Puspanlak UU, gagasan tersebut dirancang dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan lengkap dengan tahapan-tahapan kegiatannya 

Rancangan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik meskipun dari rancangan tersebut 

terdapat beberapa hal yang disesuaikan kembali agar lebih jelas dan terarah, sebagai ASN yang bangga 

melayani bangsa, maka setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK agar 

bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa, selain itu setiap tahapan kegaitan 

diterapkan dalam koridor penerapan Manajemen ASN dan Smart ASN serta mendukung pewujudan visi 

dan misi organisasi. 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini mendapat tanggapan dan dukungan positif dari Kepala 

Puspanlak UU karena dengan tampilan baru Policy Brief ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca 

Anggota Dewan terhadap Policy Brief dan Puspanlak UU dapat memberikan kontribusi lebih besar 

terhadap visi dan misi Badan Keahlian dan Setjen DPR RI. 

 

B. Saran 

Kegiatan peningkatan tampilan Policy Brief yang disusun oleh Puspanlak UU akan lebih baik apabila 

dilakukan secara berkesinambungan mengingat perubahan dan ketidaksamaan ketertarikan pengguna 

layanan Policy Brief ini sehingga tampilan yang ada harus selalu dilakukan peningkatan untuk mampu 

menangkap minat dan ketertarikan pengguna layanan khususnya AKD yang membidangi sesuai materi 

substansi Policy Brief yang disusun. Disamping itu, hal ini diperlukan untuk menunjukkan adanya 

karakteristik yang berbeda antara Policy Brief yang disusun oleh Puspanlak UU dengan Policy Brief yang 

disusun oleh unit lain di lingkungan Badan Keahlian. 

Penyusunan Policy Brief yang ada di Puspanlak UU juga masih perlu ditingkatkan sehingga kualitas 

Policy Brief Puspanlak UU akan menjadi lebih baik dan kompetensi analis pemantauan akan mengalami 

peningkatan. Sehingga pada akhirnya dapat disusun suatu pedoman untuk dijadikan acuan dalam 

penyusunan Policy Brief Puspanlak UU. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1.a Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

Lampiran 1.b Formulir Alat bantu Mentoring Pelaksanaan Aksi Bela Negara 

Lampiran 2 Formulir Alat Bantu Coaching 

Lampiran 3 Laporan Aktualisasi Mingguan 
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Lampiran 1.a Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

FORMULIR ALAT BANTU MENTORING AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS ANGKATAN TAHUN 2024 

 

Nama  : Putra Rahmat. S.H                          

NIP : 199006022024041001 

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif 

Isu Kegiatan : Belum optimalnya format tampilan Policy Brief di Puspanlak UU 

  

Nama Mentor : Ira Chandra Puspita, S.HI.,M.H 

NIP : 198810032018012001 

Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda 

  

Kegiatan 1 : 

Melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak 

UU 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Konsultasi dengan mentor 

2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan 

untuk optimalisasi format tampilan Policy 

Brief Puspanlak UU 

3. Membuat benchmark format tampilan Policy 

Brief untuk optimalisasi format tampilan 

Policy Brief Puspanlak UU 

 

Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 

1. Dokumentasi konsultasi 

2. Kumpulan contoh Policy Brief 

3. Data benchmark format tampilan Policy Brief 

 

Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 

Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana 

UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Berorientasi 

Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis 

SMART ASN : Kegiatan ini dilakukan dengan 

menelaah Digital Culture yang berlaku untuk 

mengetahui kebutuhan atau format seperti apa yang 

dapat menarik minat baca banyak kalangan 

 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: 

Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi 

Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan 

keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di 

persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional 

dan akuntabel 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Berorientasi Pelayanan, Kolaboratif dan Harmonis 

 

1. Memberikan arahan 

seberapa penting urgensi 

perbaikan tampilan 

Policy Brief di Puspanlak 

UU 

2. Memberi masukan 

Policy Brief dari instansi 

atau organisasi lain yang 

dapat dijadikan sebagai 

benchmark 
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Kegiatan 2 : 

Membuat rancangan tampilan baru Policy Brief Puspanlak UU agar memudahkan analis pemantauan mengenal 

dan mempelajari materi pembahasan (isi), serta memudahkan dan menarik bagi pengguna (pembaca) 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Konsultasi dengan mentor  

2. Membuat rancangan format tampilan Policy 

Brief Puspanlak UU yang lebih optimal  

3. Mendapatkan masukan atau koreksi dari 

mentor 

4. Memperbaiki rancangan format tampilan 

Policy Brief Puspanlak UU yang lebih optimal 

sesuai masukan atau koreksi yang diberikan 

 

Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 

1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 

2. Rancangan format tampilan baru Policy Brief 

3. Catatan koreksi 

4. Final format tampilan Policy Brief 

menyesuaikan dengan koreksi yang diperoleh 

 

Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 

Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana 

UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Loyal, Adaptif, 

Kolaboratif dan Harmonis 

 

SMART ASN : Menggunakan Digital Skill terbaik 

untuk membuat rancangan format Policy Brief 

 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: 

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian 

kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang 

profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan Harmonis 

1. Memberi saran untuk 

membuat lebih dari 1 

format tampilan  

2. Memberi saran setiap 

judul Policy Brief 

memiliki tampilan yang 

berbeda-beda 

3. Memberi saran 

komponen apa saja yang 

perlu dimasukkan ke 

dalam Policy Brief 
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Kegiatan 3 : 

Menyesuaikan format Policy Brief Puspanlak UU yang sudah ada sesuai dengan rancangan yang telah 

disepakati 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Konsultasi dengan mentor  

2. Mengubah format Policy Brief yang sudah 

pernah diterbitkan Puspamlak UU menjadi 

Policy Brief yang sesuai dengan rancangan 

format yang telah diperbarui. 

 

Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 

1. Dokumentasi konsultasi  

2. 2 (dua) buah Policy Brief yang sudah 

menggunakan format tampilan baru Policy 

Brief 

 

Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 

Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan sebagaimana 

UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat (2) dengan 

mengimplementasikan nilai dasar ASN Akuntabel, 

Kolaboratif dan Harmonis 

SMART ASN : Menyesuaiakan dengna format yang 

telah dioptimalkan merupakan Digital Ethics yang 

perlu dilakukan secara konsisten 

 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: 

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian 

kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian 

undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang 

profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kolaboratif 

dan Harmonis 

 

1. Kerapihan tulisan dan 

konsistensi penulisan 

perlu diperhatikan 

2. Pada bagian tertentu perlu 

huruf yang lebih besar 

dan/atau ditebalkan 

sebagai penekanan inti 

Policy Brief 
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Kegiatan 4 : 

Menyampaikan hasil optimalisasi format tampilan Policy Brief Puspanlak UU 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 

1. Konsultasi dengan mentor 

2. Menyampaikan hasil optimalisasi format 

tampilan Policy Brief Puspanlak UU kepada 

Analis Pemantauan di unit kerja 

3. Menyampaikan hasil optimalisasi format 

tampilan Policy Brief Puspanlak UU kepada 

Kepala Pusat selaku atasan di unit kerja  

 

Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 

1. Dokumentasi 

2. Testimoni Kepala Pusat 

 

Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 

Manajemen ASN: Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana UU 20/2023 tentang ASN Pasal 3 Ayat 

(2) dengan mengimplementasikan nilai dasar ASN 

Kompeten, Kolaboratif dan Harmonis. 

SMART ASN : Menyampaikan hasil inovasi yang 

dibuar dengan Digital Skill terbaik 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: 

Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk 

mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi 

dan peran DPR RI 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: Kompeten, 

Kolaboratif dan Harmonis. 

1. Masukan dari Kepala 

Pusat Puspanlak UU 

terkait penamaan Policy 

Brief dapat diakomodir 

sebagai kegiatan lanjutan 

dari perbaikan tampilan 

Policy Brief yang 

dilaksanakan dalam 

kegiatan aktualisasi 

CPNS ini karena 

penentuan nama tersebut 

perlu banyak 

pertimbangan dan 

tentunya pembedaan 

karakteristik dengan 

Policy Brief lain yang 

dihasilkan unit-unit lain 

di lingkungan Sekretariat 

DPR RI. 

2. Policy Brief dengan 

tampilan baru yang telah 

disetujui dapat digunakan 

sebagai materi 

pembuatan laporan 

aktualisasi 
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Lampiran 1.b Formulir Alat bantu Mentoring Pelaksanaan Aksi Bela Negara 
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Lampiran 2 Formulir Alat Bantu Coaching 
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Lampiran 3 Laporan Aktualisasi Mingguan 
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62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 


